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' BUPATI KEPULAUAN ARU

bahwa urimkr-rMelaksanakan ketentuan d.alam: Pasal 92 ayat (1),
ayat (4) dan ayat (6). Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun

' 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 198 ayat

(2) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan ~ Keuangan' Daerah, . perlu
menetapkan Keputusan Bupau tentang Uang Persediaan {UP}
dan Ganti Uang Persed1aan (¢16) R

Pasal 18 ayat (6] Undang—Undang Dasar chubhk Indones1a
Tahun 1945; oo oo
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

' Negara (lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2003

Nomor 47 tambahan Negara Repubhk Indonesm Nomor 42)
Undang—Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambaha_n Lembaran Negara
Republik Indonesm Nomor 4350) ) . ‘
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2004
Nomor S, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesia
Nomor 4355]

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keunagan Negara (Lembaran
Negara‘ﬁepﬁblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Republii: Indo.ﬁesia Nombr 4400});




[

L

6

10

11

12

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lerhbaran Republik-Indonesia Nomor 4438);
Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Repubhk
Indones1a Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5234) o
Unda.ng—undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pementahan’
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 20 14
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
Nomor 5587) L :

Peraturan Pemenntah Nomor 58 ’I‘ahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Negara Repubhk
Indones1a Nomor 4578], o ' _

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian® Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah,
Pemenntahan Daerah Prop1n31 ‘dan' Pemerintah  Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Nega.ra Repubhk Indonesm Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan ;.Negara Repubhk Indones_la Nomor
4737); ; T
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Peﬁgéiolaan Keuangan Neg‘:’ifa/ baéraih' {Lembaran Negara
Repubhk Indonesza “Tahun 2007 Nomor 80," Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4738); N
Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebeigaifnana telah diubah
beberapa kah dengan Peraturan Menten Dalam Ncgen Nomor 21
Tahun 2011" tentang perubahan kedua atas Peraturan Menten
Dalamn Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keua.ngan Daerah (Berlta - Negara Repubhk
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310], " :

13 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 1 Tahun 20 14 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah

14 Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2015; - | - ' |



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN DAN GANTI

UANG PERSEDIAAN.

: BAB I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan :

1

Uang Persed1aan adalah se_]umlah uang yang dlsedlakan untuk
Satuan Ke:]a Perangkat Daerah/Unit Kerja. sebageu uang muka
kezja “dalam melaksanakan’ keglatan operasmnal kantor sehari-
hari. :

Satian Kerja Perangkat Daerah selanjutnya yang disebutkan
SKPD adalah: perangkat daerah pada pemermtah daerah selaku
pengguna anggaran / pengguna barang. - : :

Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Perangkat Kerja Daerah

- yang mengelola Uang Persediaan ‘secara mandiri.

Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, ‘menyimpan, membayarkan menatausahakan dan
mempertanggung[awabkan - uang untuk keperluan untuk
keperluan belan]a daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD. S

Bendahara pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan untuk keperluan' ‘belanja daerah dalam rangka
pelakSanaéh APBD pada unit k'érja SKPD. -

SPP Uang Persedian yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untulk
permlntaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
{revolving) " yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD. '

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya dlsmgkat SPD adalah

- dokumen’ yang menyatakan tersedianya . dana untuk

melaksanakan kegiatan sebaga1 dasar penerb1tan SPP.

SPM-UP adalah dokumen . yang diterbitkan oleh. pengguna
anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerb1tan SP2D
atas beban-beban pengeluaran DPA- SKPD yang dipergunakan
sebagai uang’ persediaan untuk mendanai kchatan



(1)

{2)

(1)

(2)

10 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara
umum daerah. _

11 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut dengan
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencalran
dana yang dltcrblﬂcan oleh BUD berdasarkan SPM C

12 SPP Ganti Uang Persedlaan yang selan]utnya dlsmgkat SPP~GU
adalah dokumen yang diajukan oelh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persedlaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayar langsung

13 Pejabat pengelola Keuangan Daerah PPKD adalah kepala satuan

kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPD yang mempunyau tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertmdak sebagai -bendahara umum
daerah. o

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

- Pasal 2

Uang Persedian dimaksudkan = untuk memperlancar ~kegiatan
operasional SKPD.

Uang Persediaan . bertujuan sebagal uang muka kerja untuk
membiayai kegltan operasmnal sehan hari [program / keglatan
pelayanan admmlstras_1 perkantol_‘an).

‘BAB III
PENE’I‘APAN BESARAN

Pasal 3

Uang Persediaan ditetapkan sebesar pengeluaran satu bulan
‘dan/atau 1/12 (satu per dua belas) darl Pagu SKPD /Umt Kerja
setiap Tahun Anggaran. _ :

Berdasarkan -Uang Persediaan sebagajmana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupatl

| BABIV
TATA CARA PENGGUNAAN

* Bagian Kesatu. . :
Mekanisme Rencana Penggunaan Uang Persedlan



{1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(2)
(3)

(1)

{2)

' Pasal 4

Bendahara - pengeluaran/bendahara pengeluaran  pembantu
mengajukan SPP uang Persediaan (UP) setiap awal Tahun anggaran
setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Besaran UP.
Pengajuan Uang: Persediaan (UP) hanya dllakukan sekali dalam
setahun tanpa ‘membebani kode rekcmng tertentu C

: Bag1an Kedua
Perrmntaan Pembayaran Uang Persedlaan

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Bupati - sebagaimana dimaksid dalam
Pasal 4 ayat (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP
kepada pengguna anggaran melalm PPK—SKPD dalam rangka
pengisian Uang Persediaan. f[’

Pengajuan SPP—UP sebagamana dlmaksud pada ayat (1) dﬂampiri ‘
dengan: = o

a Salinan SPD; _

b Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran dan ‘

¢ Lampiran lain yang dxperlukan : S -

Format dokumen’ SPP-UP chbuat sesuai dengan Peraturan
Perundang— Undangan

Pengguna ‘anggaran/kuasa  pengguna :' a_nggaran meneliti
kelengkapan clokumen SPP-UP yang dlajukan oleh bendahara
pengeluaran :

Penelitian ‘kelengkapan dokumen SPP—UP sebaga:man dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK—SKPD mengembalikan
SPP-UP kepada bendahara pengeluran untuk dilengkapi,

Bagian Ketiga
Perintah Membayar Uang Persediaan

Pasal 7

Dalam hal- dokumen sebagmmana dlmaksud dalam Pasal - 5 ayat
(2} dmyatakan lengkap dan -sah, pengguna angga:an / kuasa
pengguna anggararn mcnerb1tkan SPM- up.

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1)
tidak lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran menolak menerbitkan SPM- UP.



(1)

{2)

3)

(1)

(1

(2)

(3)
4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Penerbitan SPM-UP sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
paling 2 (dua) hari kerja Hari kerja terhitung sejak diterimanya
dokumen SPP-UP. '
Penolakan penerbitan SPM-UP sebagaimna dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), paling lama (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPP-UP.

Format SPM-UP. dan Format Surat Penolakan Penerbitan SPP-UP
sesuai dengan Peraturan Perundang—Ur;dangan _

Pasal 9
SPM-UP yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal
7 ayat (1) diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Bagian Keempat
Pencairan Uang Persediaan

Pasal '1'0'

Kuasa - BUD menehtl kelengkapan dokumen SPM-UP yang'

-diajukan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran agar

pengeluaran yang diajukan tidak - melampaui ‘besaran uang
persediaan yang ditetapkan oleh Bupatl dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang—Undangan
Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk- penerb1tan SP2D adalah
surat pernyataan tanggung Jawab pengguna anggaran /kuasa
pengguna anggaran. -

Dalam hal dokumen SPM-UP sebagalma_na dunaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Dalam hal dokumen SPM-UP sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan /atau pengeluran
tersebut melampaui besaran uang persediaan yang ditetapkan oleh
Bupati, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 11

Penerbitan SP2D sebagaiman djmaksud dalam pasal 10 ayat (3)
paling ‘lama 2 (dua)  hari kelja se_]ak terhltung diterimanya
pengajuan SPM-UP.

Penolakan - penerbltan SP2D* sebagalmana d1maksud dalam pasal

10 ayat (4) palmg ‘lama 1 (satu) ha.n kelja se_]ak d1tenmanya
pengajuan SPM-UP. : SR :

Format Surat Penolakan penerbltan SP2D sebagalmana dimaksud
dalam pasal 10 ayat {4) sesuai dengan Peraturan Perundang-



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

{1)

 Pasal 12

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pengguna
anggaran/ kuasa penguna anggaran.

Pasal 13

Berdasarkan SP2D yang diserahkan sébagairﬁané dimaksud dalam
pasal 12, SKPD/Unit Kerja menerbitkan cek wuntuk Uang
Persediaan.

: : .BAB V
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENTNG

; PaSélfi 14

Bupatl dapat membuka dan - atait menutup rekenmg setlap Tahun
anggaran pada tiap SKPD/Unit Kerja.

Apabila Bupati tidak membuka rekening sebagalmana d1maksud
pada ayat (1), Maka rekening SKPD/Unit Kerja digunakan untuk
menampung Uang Persediaan.

-BAB VI .
PETAN GGUNGJAWABAN PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN
‘ Bagian Kesatu ‘
Pertanggun’awaban Uang Persediaan

' Pasal 15

Bendahara  pengeluaran  melakukan - pertanggungjawaban
penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan pengganti
uang persedlaan (GU).

Dalam melakukan pertanggung]awaban sebaga:mana dlmaksud
pada ayat- (1) dokumen ‘yang. dlsampalkan adalah - laporan
pertanggungjawaban Uang Persedlaan dan dﬂampln dengan bukti-
bukti belanja sah.

Berdasarkan bukti-bukti yang Sah, bcndahara pengeluaran
merekapitulasi belanja kedalam laporan’ pertanggungjawaban uang
persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya.

Laporan pertanggung]awaban sebaga:lmana dunaksud pada ayat (3)
dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU. - '

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Administratif

Pasal 16

Bendahara pengeluaran . secara  administrasi wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan kepada



N

©)

(3)

(4)

(1)

2)

3)

(4)

kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

Dalam mempertanggungjawabkan pcngelolaan Uang Persediaan,

dokumen laporan pertanggungjawaban administratif yang

disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. Buku kas Umum;

b. Ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan
bukti-bukti. pengeluaran yang sah atsa pengeluaran dari setiap
rincian objek yang tercamtum dalam nngkasan pengeluaran
permman objek dlmaksud

c. Bukti atas penyetoran PPN/ PPI-I ke kas Negara

d. Laporan penutupan kas;dan. =

e. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam laporén .pertanggungjawaban : sé,bagaimaha dimaksud pada
ayat (2) pengguna anggaran (PA) menerbitkan surat pengesahan
laporan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pada bulan - terakhir . Tahun anggaran
disampaikan ‘paling lambat - hari ‘kerja terakhir bulan tersebut
dengan dﬂampm bukti setoran sisauang persedlaan

Bagian Ketiga
Pertanggung]awaban Fungsmnal

Pasa_'l 17

Bendahara i Pengeluaran ~ pada -  SKPD. Wa_}lb
mempertanggun’awabkan secara- fungsional atas pengelolaan uang
yang menjadi tanggung]awabnya dengan menyampalkan laporan
pertanggun,aviraban pengeluaran PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

Penyampaian pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan
penggabungan dengan SPJ bendahara pembantu secara fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2} pertanggungjawaban
fungsional dilampiri dengan :

a. Laporan Penutupan Kas; dan

b. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Format laporan pertangggung}awaban pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan.

BAB VII
SANKSI

i Pasal 18 :
Setiap SKPD / Un1t Kerja yang menggunakan Uang. Persediaan tidak

sesuai dengan tujuan penggunaannya dxbenkan sanksi pencabutan
fasiltas uang persediaan.



-

(1)

(3)
(4)

Pasal 19

Setiap SKPD /Unit Kerja terlambat memberikan
pertanggungjawaban diberikan sanksi penolakan SPM.

Pasal 20

SKPD/Unit Kerja ‘memberikan’ pertéhg‘gungjawaban tidak lengkap
diberikan sanksi penolakan surat pertanggungjawaban.

S . BABVII. -
GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 21 ©

Ganti Uang Persedlaan dlajukan untuk menggantl Uang Persediaan

vang telah d_tgunakan

Uang Persed1aan yang telah dlgunakan sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) adalah Uang Persedlaan yang telah
d1pertanggun’awabkan .

Jumlah . Ganti- Uang ‘sebesar - Uang - "Persedlaan' yang
dipertanggungjawabkan.

Tata cara Permintaan Pembayan, Perintah Membayar dan Pencairan
Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai. berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, ~memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru. : .
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